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MAHKAMAH KONSTITUSI 

REPUBLIK INDONESIA 
-------------- 

RISALAH SIDANG 
PERKARA NOMOR 168/PUU-XXI/2023 

 
PERIHAL 
 
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi 
Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
 
PEMOHON 
 

1. Partai Buruh diwakili Agus Supriyadi dan Ferri Nuzarli 
2. Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) diwakili oleh Riden Hatam Aziz dan 

Sabilar Rosyad 
3. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) diwakili oleh Fredy Sembiring 

dan Mustopo, dkk. 
 
ACARA 
 
Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (III) 
 
Senin, 4 Maret 2024, Pukul 13.33 – 13.37 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat 
 

SUSUNAN PERSIDANGAN 
 
1) Suhartoyo         (Ketua) 
2) Saldi Isra        (Anggota) 
3) Arief Hidayat       (Anggota) 
4) Anwar Usman          (Anggota) 
5) Daniel Yusmic P. Foekh      (Anggota) 
6) M. Guntur Hamzah      (Anggota) 
7) Ridwan Mansyur       (Anggota) 
8) Arsul Sani        (Anggota) 
 
Saiful Anwar            Panitera Pengganti 
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Pihak yang Hadir: 
 

A. Kuasa Hukum Pemohon: 
 

Regio Alfala Rayandra 
 

B. Pemerintah: 
 

1. Dhian Jatu Puspitadewi   (Kemenko Perekonomian) 
2. Megy Febrianisyah   (Kemenko Perekonomian) 
3. Erni Haris     (Kemenkumham) 
4. M. Fuad Muin    (Kemenkumham) 
5. R. Tony Prayogo    (Kemenkumham) 
6. Yudha Wijaksana Prana Mukti  (Kemenkumham) 
7. Indah Anggoro Putri   (Kementerian Ketenagakerjaan) 
8. Surya Lukita Warman   (Kementerian Ketenagakerjaan) 
9. Reni Mursidayanti    (Kementerian Ketenagakerjaan) 
10. Hendry Wijaya    (Kementerian Ketenagakerjaan) 
11. Sri Sugiarti     (Kementerian Ketenagakerjaan) 
12. Pereddi Sihombing    (Kementerian Ketenagakerjaan) 
13. Bayu Febriono    (Kementerian Ketenagakerjaan) 
14. Feri      (Kementerian Ketenagakerjaan) 
15. Imelda     (Kementerian Ketenagakerjaan) 
16. Apiah     (Kementerian Ketenagakerjaan) 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

*Tanda baca dalam risalah: 
 
[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan 

kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya. 
…  :  tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren 

(pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama). 
(…) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh 

pembicara yang lain. 
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1. KETUA: SUHARTOYO [00:00] 

 
Kita mulai persidangan. Persidangan Perkara Nomor 168/PUU-

XXI/2023 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.  
 

 
 
Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk 

kita semua. Diperkenalkan, Pemohon yang hadir!  
 

2. KUASA HUKUM PEMOHON: REGIO ALFALA RAYANDRA [00:26] 
 

Assalamualaikum wr. wb.  
 

3. KETUA: SUHARTOYO [00:28] 
 

Waalaikumsalam wr. wb. 
 

4. KUASA HUKUM PEMOHON: REGIO ALFALA RAYANDRA [00:28] 
 

Hari ini dari Pemohon yang hadir hanya saya sendiri, Regio Alfala 
Rayandra. Terima kasih.  

 
5. KETUA: SUHARTOYO [00:41] 

 
Baik, kemudian dari Pemerintah.  
 

6. PEMERINTAH: INDAH ANGGORO PUTRI [00:47] 
 

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Dari Pemerintah yang 
hadir dari Kementerian Ketenagakerjaan, saya sendiri Dirjen PHI Jamsos. 
Kemudian ada Pak Surya Lukita (Ses Dirjen PHI Jamsos) dan ada Bu 
Reni Mursidayanti (Kepala Biro Hukum), berserta Tim Litigasi Kemnaker. 
Serta kami didampingi pula oleh Kementerian Kumham, ada Bu Erni 
Haris (Koordinator Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundangan-
Undangan Bidang Kesera), berserta Tim Litigasi Kumham. Demikian. 
Terima kasih, Yang Mulia.  

 
7. KETUA: SUHARTOYO [01:17] 

 
Baik, jadi Para Pihak, Pihak Pemohon dan Pihak Pemerintah, 

agenda sidang hari ini kan seharusnya pemberian keterangan dari 

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.33 WIB 

KETUK PALU 3X  
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Pemerintah dan DPR. DPR tidak hadir karena masa reses dan mohon 
penundaan. Kemudian dari Pemerintah juga menyampaikan permohonan 
penundaan juga karena masih perlu waktu untuk menyusun dan 
memfinalisasi. Gitu, ya? Betul, ya, Ibu, ya?  

Baik, jadi tidak perlu kita dialog untuk me … memastikan kalau 
sudah benar. Mahkamah memberikan waktu hingga hari Rabu tanggal 4 
… sori, Rabu tanggal berapa ini maksudnya? Ya, tanggal 14, ya. Jadi 
yang tanggal 1-nya diketik, yang 4-nya tulisan pulpen jadi, ya, ketimpa 
lagi. Jadi hari kam … hari Kamis, 14 Maret 2024, pukul 13.30 WIB. 
Mohon dicatat dan mohon nanti tidak lagi minta penundaan, ya, Ibu, ya?  

 
8. PEMERINTAH: INDAH ANGGORO PUTRI [02:47] 

 
Siap, Yang Mulia.  
 

9. KETUA: SUHARTOYO [02:49] 
 

Baik, itu, ya, Pemohon.  
 

10. KUASA HUKUM PEMOHON: REGIO ALFALA RAYANDRA [02:51] 
 

Ya, baik, Yang Mulia.  
 

11. KETUA: SUHARTOYO [02:52] 
 

Jadi belum siap. Pemerintah kita beri waktu lagi untuk sekali lagi, 
supaya hadir tanpa kami panggil pada persidangan tersebut. Dan 
dengan demikian, sidang selesai dan ditutup. 

 
 
 

  
 

 
Jakarta, 4 Maret 2024 

  Panitera, 
Muhidin   

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.37 WIB 
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